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BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' BUPATI ACEH SELATAN,

: Bahwa  memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun Nomor
Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun

Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2014
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun anggaran
2015;

: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan  Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

1



10.

11.

12.

13.

14

15.

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Naional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5677);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 206 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45895);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)

)



24.

25.

26.

2.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

a4,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun

2015 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Selatan
Nomor 8 Tahun 2008;

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2015;



Menetapkan

35.

30.

37.

38.

39,

40.

41.

Qanun Kabupaten Aceh Selatam Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan
Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Kebijjakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Aceh Selatan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 26 Tahun 2014;

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh
Selatan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 27 Tahun 2014;

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keungan Daerah Kabupaten
Aceh Selatan;

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Selatan TA.2015;

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Penjabaran APBK Perubahan Kabupaten Aceh Selatan TA.
2019;

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Penjabaran APBK Perubahan Kabupaten Aceh Selatan TA.2015;

MEMUTUSKAN
. PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 2015

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri atas :
(1) Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 92.665.502.126,20
b. Pendapatan Transfer Rp 1.024.488.933.239,99
c. Lain-lain pendapatan yang sah  Rp 178.718.832.062,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.295.873.267.428,19

(2) Belanja

a. Belanja Operasi :

1) Belanja Pegawai Rp 517.439.767.502,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 252.733.785.058,00

3) Belanja Subsidi Rp 699.866.000,00

4) Belanja Hibah Rp 9.485.101.570,00

S) Belanja Bantuan Sosial Rp 5.813.500.000.00

Rp 786.169.020.130,00



b. Belanja Modal :

1) Belanja Modal Tanah Rp 10.730.112.500,00

2) Belanja Modal Peralatan Rp 53.292.527.307,00
dan Mesin

3) Belanja Modal Gedung dan Rp 100.275.152.102,00
Bangunan

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi  Rp 165.728.685.434,00
Dan Jaringan

S) Belanja Modal Aset Rp 7.243.714.532,00
Tetap Lainnya
Jumlah Belanja Modal Rp 337.270.191.875,00

- (3) Belanja Tak Terduga
a. Belanja Tak Terduga Rp 1.110.939.000,00

(4) Transfer

a.Transfer Bantuan Keuangan Desa Rp 128.783.21 1.740,00
b.Transfer Bantuan Keuangan Rp 274.469.273,00
Lainnya

Jumlah Transfer Rp 129.057.681.013,00

Jumlah Belanja dan Transfer Rp 1.253.607.832.018,00

Surplus / (Defisit) Rp  42.265.435.410,19

(5) Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 49.547.067.265,83

b. Pengeluaran Rp  6.800.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto Rp 42.747.067.265,83

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 85.012.502.676,02

Tahun berkenan

) Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Selatan
ini.

= Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh selatan
ini.



Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh
Selatan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Aceh Selatan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal, 8 November 2016

BUPATI ACEH SELATAN

[——

T SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
Pada tanggal, 8 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

g

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR



